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PENETAPAN
Nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Sj

aia ) (pan 1 )

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara
Permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis
Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang

diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 15 Desember 1990 /umur 30, agama Islam,
pekerjaan xxxxx xXxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di
KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tanggal 04 Desember 1980 /umur 40, agama Islam, pekerjaan
xXxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN
SINJAI, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27

Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat
Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor
390/Pdt.P/2021/PA.Sj, tanggal 27 Oktober 2021, dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam

pada tanggal 16 September 2008 di Sabah, Malaysia dengan wali nikah

adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Pallu, yang dinikahkan oleh

Imam Masjid, bernama Rustan, dengan maskawin berupa seperangkat alat
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shalat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ingga
dan Olleng;

2. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara’ maupun halangan
undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon lI;

3. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus bujang dan Pemohon Il berstatus
gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai
seorang anak, bernama Muh. Ramdana bin Haris, umur 9 tahun;

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mendaftarkan pernikahannya ke
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon
tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak
terdaftar di Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk
bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan
pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon |, PEMOHON 1 dengan
Pemohon Il PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 16 September
2008 di Sabah, Malaysia;

3. Menetapkan biaya perkara ~menurut ketentuan hukum  dan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon penetapan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah
datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para
Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada
majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan
memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut
dapat dibenarkan secara hukum karaena sesuai dengan Pasal 271-272 Ry,
karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini
telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 390/Pdt.P/2021/PA.Sj di cabut;
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3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp470,000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H.
Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.l. dan
Kaharuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Para Pemohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Mansur, S.Ag., M.Pd.I. Drs. H. Marsono, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 350.000,-
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4. PNBP : Rp.  20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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